
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 47 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA PADANG PANJANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Terhadap 
Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Padang Panjang; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
962); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan… 
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 126); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA 
PADANG PANJANG. 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan anam dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan 
pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas, dan administrator kawasan ekonomi 

khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan 

pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai 
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

dengan PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan KSWPD adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan 

pelayanan… 
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pelayanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan 
status Wajib Pajak. 

10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan 

publik tertentu pada Perangkat Daerah. 
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

  BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 
untuk melakukan KSWPD dalam pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan. 

  Pasal 3 

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. 

  BAB III 

TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD 

Pasal 4 

(1) Setiap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah 

wajib dilakukan KSWPD untuk memperoleh keterangan 
status Wajib Pajak daerah. 

(2) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara online/daring melalui sistem informasi milik 
pemerintah daerah untuk PBB dan sistem informasi milik 

Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan surat 
pemberitahuan pajak penghasilan dalam rangka 

memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid. 
(3) Dalam hal keterangan status Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid 

maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk 
mendapatkan status Wajib Pajak valid. 

(4) Dalam hal pelaksanaan KSWPD sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan secara 
online/daring, KSWPD dapat dilakukan secara 

manual/luring untuk memperoleh keterangan status 
wajib pajak dengan status valid. 

(5) Keterangan status Wajib Pajak dengan status valid 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari 
kantor pelayanan pajak dan/atau Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

  Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal 15 September 2020 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

 
FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 15 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 

SONNY BUDAYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 48 
 


